
SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 29 TAHUN 2OO9

TENTANG

TATA CARA PENENTUAN JUMLAH, PEMBAYARAN, DAN PENYETORAN

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG TERUTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Undai:g-
Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara
Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah
tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pernbavaran, dan
Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang
Tenttang;

Mengingat 1, Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lenrbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36871;

MEMUTUSI(AN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERTNTAH TENTANG TATA CARA
PENENTUAN JUMLAH, PEMBAYARAN, DAN PENYETORAI\
PENERIMAAN NEGARA BUIGN PAJAK YANG TERUTANG.

BAB I
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II
PENENTUAN JUMLAH

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG TERUTANG

Dalam Peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1' Penerimaan Negara Bukan pajak adalah seruruh

penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasar dari
penerimaan perpajakan.

2. Menteri adalah Menteri Keuangan Repubrik Indonesia.

3. Instansi Pemerintah adarah Departemen dan Lembaga
Non Departemerl.

+. Pimpinan Instansi pemerintah adalah menteri atau
pimpinan lembaga non departemen.

5. Pejabat Instansi pemerintah adalah pejabat yang
berwenang menurut ketentuan peraturan perundlngr
undangan bertanggung jawab atas penentuan jumlaf,,
pembayaran termasuk angsuran dan penundaan
pembayaran, penagihan, dan penyetoran penerimaan

Negara Bukan pajak.

6. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan yang
ditentukan untuk melakukln kewajiban membayai
Penerimaan Negara Bukan pajak slsuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

7. Penerimaan Negara Bukan pajak yang Terutang
adalah Penerimaan Negara Bukan pajak !"rrg harur
dibayar pada suatu saat, atau dalam .rut, periode
tertentu menurut ketentuan peraturan perundang_
undangan.

Pasal 2

Penerimaan Negara Bukan pajak menjadi terutang:

a. sebelum wajib Bayar menerima manfaat atas kegiatan
Instansi Pemerintah; atau

b. sesudah ...

,
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b sesudah wajib Bayar menerima manfaat atas kegiatan
Instansi Pemerintah.

Pasal 3

(1) Jumlah penerimaan Negara Bukan pajak yang
Terutang ditentukan dengan cara:

a. ditetapkan oleh Instansi pemerintah; atau

b. dihitung sendiri oleh Wajib Bayar.

(2) Dalam hal penerimaan Negara Bukan pajak yang
Terutang dihitung sendiri oleh Wajib Bayar,
Pimpinan Instansi pemerintah atau pejabat Instansi
Pemerintah dapat menetapkan jumlah penerinraan

Negara Bukan pajak yang Terutang.

Pasal 4

(1) Jumlah Penerimaan Negara Bukan pajak yang
Terutang dihitung dengan menggunakan tarif:

a. spesifik; dan/atau

b. advalorem

(2) Jumlah Penerimaan Negara Bukan pajak yang
Terutang yang dihitung dengan menggunakan tarif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
dengan cara mengalikan tarif dengan volume.

(3) Selain dihitung dengan menggunakan tarif
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), jumlah
Penerimaan Negara Bukan pajak yang Terutang
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB III



PRESIDEN
REPUBLIK INDONISi,,

-4-

BAB III
PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

YANG TERUTANG

Pasal 5

(1)

(21

(3)

(i)

(2)

Wajib Bayar wajib membayar seluruh penerimaan

Negara Bukan Pajak yang Terutang secara tunai
paling lambat pada saat jatuh tempo pembayaran
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

P.t1* hal pembayaran penerimaan Negara Bukan
Pajaf yang Terutang melampaui :utlrf, tempo
pembayaran yang ditetapkan, Wajib Bayar dikenakan
sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua
persen) per bulan dari bagian yang terutang dan
bagian dari bulan dihitung i (satu) bulan p..rrh.

Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dikenakan untuk paling larna
24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 6

Dalam hal tedadi kekurangan pembayaran
Penerimaan Negara Bukan pajak yana Terutang,
Wajlb Bayar wajib segera melunasi lekurangan
pembayaran tersebut.

Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran
kekurangan Penerimaan Negara Bukan paja.k yang
Terutang_ sebagaimana dimaksud pada ayat it;, Wajib
Bayar dikenakan sanksi adminisirasi blrupa'denda
sebesar 2o/o (dua persen) per bulan darl jumlah
kekurangan Penerimaan Negara Bukan pajai< yang
Terutang dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu)
bulan penuh.

sanksi administrasi berupa denda sebagarrnarr-ia
dimaksud pada ayat (2) dikenakan untuk paling lama
24 (dua puluh empat) bulan.

(3)

Pasal 7



lt,I
A

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

Pembayaran penerinraan Negara Bukan pajak yang
Terutang, kekurangan p.mbaya.a., penerimaan
Negara Bukan pajak yang T-erutang, dan/atau sanksi
administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 dan pasal 6 dilakukan secepatnya ke
Kas Negara.

[ajib Bayar yang menghitung sendiri penerimaan
Negara Bukan pajak yang Terutang harus
menyampaikan surat tanda bukti pembayaran yang
sah kepada Mente.i 

".q. 
Direktur Jenderal-Anggaran.
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Pasal 7

Pasal 8

Dalam hal berdasarkan penghitungan Wajib Bayar
terdapat kelebihan pembayaran penerimaaln Negara
Bukan Pajak yang Terutang, Wajib Bayar dipat
mengajukan permohonan pengembalian atas
kelebihan pembayaran tersebut kepada pimpinan
Instansi Pemerintah disertai dengan dokumen
pendukung yang sah dan lengkap.

Pimpinan Instansi pemerintah memberikan
persetujuan atau penolakan atas permohonan Wajib
Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dalam hal permohonan pengeqnbalian kelebihan
pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

disetujui oleh Pimpinan Instansi 
- pemeiintah,

kelebihan pembayaran diperhitungkan sebagai
pembayaran di muka atas jumlah penerimaan

Negara Bukan Pajak yang Terutang dari Wajib Bayar
yang bersangkutan pada periode berikutnya.

Dalam hal terjadi pengakhiran kegiatan usaha Wajib
Bayar, Pimpinan Instansi pemerintah menyampaikan
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Mlnteri
disertai rekomendasi tertulis.

Menteri berdasarkan pertimbangan tertentu dapat
menyetujui atau menolak permohonan pengembalian
sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(s)

(6) Dalam ...
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(6)

(7)

(B)

(2)

D_alam hal permohonan pengembalian sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) disetujui, -Menteri

menerbitkan penetapan persetujuan pengembalian
kelebihan pembayaran secara tunai.
Pengembalian kelebihan pembayaran secara tunai
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Wajib
Bayar dilakukan paling lambat 1 lsituy buLran
terhitung sejak tanggal penetapan persetujuan oleh
Menteri.

D_1lam hal pengembalian kelebihan pembayaran
dilakukan melampaui batas waktu sLbagaimana
dimaksud pada ayat (T), kelebihan p"--b"y"ru.,
tersebut dikembalikan kepada wajib Bayar ditambah
imbalan bunga sebesar 2o/o (dua persen) per bulan
untuk waktu paling lama 24 (dua puluh empat)
bulan.

(9) Dalam hal permohonan pengembalian sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) ditolak, permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran dikembalikan
kepada Pimpinan Instansi pemerintah.

(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pengembalian kelebihan pembayaran penerimaan
Negara Bukan Pajak secara tunai diatur dengan
Peraturan Menteri.

Pasal 9

(1) Wajib Bayar dapat mengajukan permohonan kepada
Pimpinan Instansi Pemerintah untuk mengangsur
dan/atau menunda pembayaran penerimaan Negara
Bukan Pajak yang Terutang.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
diajukan secara tertulis kepada pimpinan Instansi
Pemerintah paling lambat 20 (dua puluh) hari
sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang
disertai alasan, data pendukung, dan dokumen
lainnya secara lengkap.

(3) Pimpinan ..
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(3) Pimpinan Instansi pemerintah menyampaikan
permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat til
dilampiri rekomendasi terturis kepada Menteri-palin[
lambat 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan Wajib
Bayar diterima secara lengkap.

(4) Menteri berdasarkan pertimbangan tertentu dapat
menyetujui atau menolak pe.*ohonan mengangsur
dan/atau menunda pembayaran penerimaan Negara

!.ukan pajak yang Terutang yang disampaikan oleh
Pimpinan Instansi pemerintah sibagaimana
dimaksud pada ayat (3) atau menentukan lain
pembayaran penerimaan Negara Bukan pajak yang
Terutang.

(5) Menteri menerbitkan surat persetujuan atau
penolakan atas permohonan mengangsur dan/atau
menunda pembayaran penerimaan N.g^.. Bukan

fajak yang Terutang dan menyampaikari.ryu kepada
Pimpinan Instansi pemerintah paring rambat 30 (tiga
puluh) hari sejak surat permohonan pimpinin
Instansi pemerintah diterima secara lengkap.

(6) Pimpinan Instansi pemerintah memberikan
persetujuan atau penolakan atas permohonan wajib
Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (l) paling
lambat 7 (tujuh) hari setelah mlndapat persetujuai
atau penolakan Menteri sebagaimana dimaksud iada
ayat (5).

(7) Dalam hal permohonan angsuran dan/atau
penundaan pembayaran penerimaan Negara Bukan
PEak yang Terutang disetujui, jumlah -clan jangka
waktu angsuran atau penundaan pemUiyaian
Penerimaan Negara Bukan pajak yang Terutang
ditetapkan dalam surat persetujuan MentJri.

(8) Pengangsuran dan/atau penundaan pembayaran
Penerimaan Negara Bukan pajak yang Terutang
sebagaimana dimaksud pada ayat 

- 
(7) dikenakan

bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari bagian
yang terutang dT bagian dari bulan dihitung 1

(satu) bulan penuh.

(9) Daiam

,
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(e) Dalam - hal permohonan angsuran dan/atau
penundaan pembayaran penerimaan Negara dukan
lajak yang Terutang ditolak, pimpinin Instansi
Pemerintah wajib menagih seluruh penerimaan
Negara Bukan Pajak yang Terutang kepada Wajib

PuV". paling lambat T (tujuh) hiri sejak Surat
Penolakan diterima oleh Wajib Bayar.

Pasal 10

( 1) Wajib Bayar yang menghitung sendiri jumlah
Penerimaan Negara Bukan pajak yang Terutang
sebagaimana dimaksud daram pasal 3 ayat (1) huruf
b, dapat dilakukan pemeriksaan oleh instansi yang
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap
Wajib Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdapat kekurangan pembayaran penerimaan

Negara Bukan pajak yang Terutang, pimpinan

Instansi Pemerintah menerbitkan penetapan atas
kekurangan tersebut.

(3) Kekurangan pembayaran penerimaan Negara Bukan
Pajak yang Terutang sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) wajib dilunasi oleh Wajib Bayar dengan
ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar
2o/o (dua persen) per bulan dari kekurangan tersebut
untuk waktu paling lama 24 (dua puluh empat)
bulan terhitung sejak penerimaan Negara Bukan
Pajak yang Terutang.

Pasal 1 1

(1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan terdapar
kelebihan pembayaran Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang Terutang, Pimpinan Instansi pemerintah

menerbitkan penetapan atas kelebihan tersebut.

(2) Kelebihan

/,
1t

^
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BAB IV
PENAGIHAN, PEMUNGUTAN, DAN PENYETORAN

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG TERUTANG

Pasal 12

(1)

(2)

(3)

(2)

(3)

Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), diperhitungkan sebagai pembayaran dimuka
atas jumlah Penerimaan Negara Bukan pajak yang
Terutang dari Wajib Bayar yang bersangkri^., pada
periode berikutnya.

Dalam hal terjadi pengakhiran kegiatan usaha Wajib
Bayar, pengembalian kelebihan pembayaran
Penerimaan Negara Bukan pajak yang Terutang
dilaksanakan sesuai ketentuan pasal g ayat (4), ayat
(5), ayat (6), ayat (Tl, dan ayat (g).

Terhadap Penerimaan Negara Bukan pajak yang
Terutang yang jumlahnya ditetapkan oleLr- Instansi
Pemerintah, Pimpinan Instansi pemerintah selaku
Pengguna Anggaran wajib melakukan penagihan
dan/atau pemungutan penerimaan Negaia Eiukan
Pajak yang Terutang.

Penagihan dan/atau pemungutan jumlah
Penerimaan Negara Bukan pajak yang TCrutang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan
perhitungan dengan menggunakan tarif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4.

Pimpinan Instansi Pemerintah selaku pengguna

Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
mengangkat Bendahara Penerimaan untuk menerima
pembayaran, menyimpan, menyetorkan,
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan
Penerimaan Negara Bukan pajak yang diterima
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan
dan/atau pemungutan Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang Terutang diatur dengan peraturan
Menteri.

(4)

Pasal 13 ...

4
A
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Pasal 13

Terhadap Penerimaan Negara Bukan pajak yang
Terutang yang jumlahnya dihitung sendiri oieh Wajib
Baya1, Pimpinan Instansi pemerintah *"jiU
melakukan penagihan terhadap Wajib Bayar yang
sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran
yang ditentukan belum melunasi kewajibannya
dan/atau masih terdapat kekurangan pembayaran
jumlah Penerimaan Negara Bukan irajak yang
Terutang.

Dalam melaksanakan penagihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), pimpinan -instansi

Pemerintah menerbitkan surat Tagihan pertama atas
Penerimaan Negara Bukan pajak yang Terutang.

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung
sejak tanggal Surat Tagihan pertama sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diterbitkan Wajib Bayar
belum atau tidak melunasi kewajibannya, Instansi
Pemerintah menerbitkan Surat Tagihan Kedua.

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung
sejak tanggal Surat Tagihan Kedua sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diterbitkan Wajib Bayar
belum atau tidak melunasi kewajibannya, Instansi
Pemerintah menerbitkan Surat Tagihan Ketiga.

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung
sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) diterbitkan Wajib Bayar
belum atau tidak melunasi kewajibannya, Instansi
Pemerintah menerbitkan Surat penyerahan Tagihan
kepada instansi yang berwenang mengurus piutang
Negara untuk diproses lebih lanjut penyelesaiannya.

Pasal 14

(1) Dalam hal tertentu, Wajib Bayar dapat mengajukan
permohonan kepada Pimpinan Instansi pemerintah
untuk ditinjau kembali dari kewajiban pembayaran
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang
dan/atau sanksi adrrrinistrasi berupa denda.

(2) Permohonan
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(2)

(3)

(4)

(s)

(6)

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan secara tertulis kepada pimplnan Instansi
Pemerintah disertai penjelasan, dokumen, dan data
pendukung.

Pimpinan Instansi pemerintah menyampaikan
permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
kepada Menteri dilengkapi dengan 

- 
rekomlndasi

tertulis.

Menteri berdasarkan pertimbangan tertentu dapat
menyetujui atau menolak permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) untuk sebagian atau
seluruhnya.

Menteri menerbiikan surat persetujuan arau surat
penolakan atas permohonan untuk ditinjau kembali
pembayaran Penerimaan Negara Bukan pajak yang
Terutang dan menyampaikannya kepada pimpinan

Instansi Pemerintah.

Pimpinan Instansi pemerintah memberikan
persetujuan atau penolakan atas permohonan wajib
Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah
mendapat persetujuan atau penolakan Menteri
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paring rambat
15 (lima belas) hari kerja,

(7) Dalam hal permohonan untuk ditinjau kembali
pembayaran penerimaan Negara Bukan pajak yang
Terutang ditolak, pimpinan Instansi pemerintah

wajib menagih seluruh penerimaan Negara Bukan
Pajak yang Terutang kepada Wajib Bayar paling
lambat 1 (satu) bulan sejak surat penolakan
diterbitkan.

(8) Penetapan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) bersifat final.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara untuk
ditinjau kembali dari kewajiban pembayaran
Penerimaan Negara Bukan pajak yang Terutang
dan/atau sanksi administrasi berupa denda diatur
dengan Peraturan Menteri.

Pasal 15 ...

4
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Pasal 15

(1) Seluruh Penerimaan Negara Bukan pajak yang
Terutang wajib disetor secepatnya ke Kas Negara.

(2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 16

( 1) Bendahara Penerimaan wajib menyampaikan
pertanggungjawaban atas penerimaan dan
penyetoran Penerimaan Negara Bukan pajak bulan
sebelumnya kepada Pimpinan Instansi pemerintah
pada departemen/lembaga yang bersangkutarl,
paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) setiap
bulan.

(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib disampaikan oleh Pimpinan Instansi
Pemerintah yang bersangkutan kepada Menteri
paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setiap bulan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia,

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 Maret 2OO9

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Drundangkan di Jakarta

pada tanggal 24 Maret 2OO9

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OO9 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinYa
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONBSIA

I(eparl a Biro Peratu ran Peru n d a:-rg-undan gan
dang Perekonomian dan Industri

O SAPTO NUGROHO

4
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 29 TAHUN 2OO9

TENTANG

TATA CARA PENENTUAN JUMLAH, PEMBAYARAN, DAN PENYETORAN

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG TERUTANG

I. UMUM

Untuk' rnclaksanakan pembangunan Nasional )'ang berkelanjulan dr segala
bidang diperlukan upaya-upaya optimalisasi pcnerinrr^r1 n.g^.r, salah salrr
di antaranva adalah melalui optimalisasi Pcncrimaan Ncqara Bukan pajak

.)'ang bcrasal dari berbagai sumbcr pcncrimaan Pcmcrinrah pursat di Iurar
pc n cri mae'l n pc rpa.l akan
Dal'tnl rttngl<at rnclaksanakern opIimarlisersi Pcnc.i-imaan Ncgttr.r.r []ukan p1;ak

dimaksud, diperlukan suatu tindak Ianjur dengarr .Lru mcnctapkar.r
langkah-langkah yang lebih cfektil cialam p.ngr-pularn pcncrirnarun (darra)
dcngtltr czlra rncngikutscrtakan partisipasi cr:i.i sclurruh prhak ),1rrg rr-.lirh

mcmpci'olch nranlaaI ekonomi scbagar beigran ctarr Langgiung .;a,rabn1,:r
cialam mcivuirudkan maksud terscbuLL di ,,re.,r.--

Scbagar trr-rdak lan-;uL aLas upa\a oprimalisasr Pcncrrnraan Ncgara Ejukan
Palak i atng lcbih efektil, perlu untuk mcrrctapkan ,,.,ut.i peraruran

[)cmcritttah ]'ang mcngatur [ctlLetng Ta[a cara PcrrcnLuatn .Jumla]r,
[)emba-l'a'rrr, dan peny'croran pcrrc.maern Ncgara Bukan palak ).ang
'fcruLaltg.

II PASAL DEMI PASAL

[)asal I

Cukup .;cl;ts

Pasai 2

Pcncrirnaan Negara Bukan Pa..1ak nrcnjadi Tcrurang scbelum Walib
Bayar mcncrima manfaat atas kegialan Pcmcrintah seperti 1:cmberilp
hak paLen, pelayanan pendidikan, sedangkan pcnerimaan i\legara

Bukan Pa.1ak menjadi teruLang sesudah menerima manfaar- sef,erri
pcmanfaatan sumber daya alarn,

Pasal 3
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Pasal 3
Ay'at (1)

Hurui a

Contoh jenis Pcnerimaan Negara Bukarr Pajak yan!{
Terula;rg .u''ang ditcrapkarr olch Instansi Pcmcrintah anIarrar
Iarn pcmberian paLen, pclayanan pendidrkan, pclay'anarn
kcsehatan, dan pcnjualarr karcrs masuk.

Huruf b
Contoh .;enis Penerimaan Negara Bukan Palak )'ang
Terutang ),ang dihitung sendiri oleh Wajib Bayar antara
Iain pemanfaatan dari sumber da_va aiam,

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "dapaL menetapkan" adalah Lerhadap
Wajib 8a1,21 yang menghitung sendiri Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang Terutang dapat ciilakukan koreksi cialam bentuk
penetapan oieh Instansi Pemerintah untuk me ndapatkan lumlah
yang tepat dan benar,

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "tarif spesifik" adalah taril yang
ditetapkan dengan nilai nominai uang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "tarif advaiorem" adalah tarif yang
ditetapkan dengan persentase (oh) dikalikan dengan dasar
pengenaan tertentu. Dasar pengenaan tertentu
merupakan satuan nilai yang digunakan sebagai dasar
perhitungan, antara iain Harga Patokan (HP), indeks
harga, kurs, pendapatan kotor, atau penjualan bersih,

Ayat (2)

Contoh penghitungan (tarif spesifik):
Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang = taril:<
volume
Tarif = Rp50,00/ms
Volume : 1.000 m3

Maka jumlah Pcnerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang
adalah:
Rp50,0O lm3 x 1.000 m3 =Rp50.000,00.

Con toh
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Pasal 5

Ayat

Ayat

Contoh penghitungan (tarif advalorem) :

Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang = tariI x
volume
Tarif = persentase x dasar pengenaan

Besaran persentase = lOo/o

Dasar pengenaan = Rp1.000,00/m:
Tarrf = I0o/o x Rp1.000,00/m3
Volume = 1.000 m3

Maka jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Teru[ang
adalah:
(10% x Rp1 000,00/m3) x i.000 m3= RpI00 000,00
(3)

Penghitungan .lumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
Terutang yang penghitungannya tidak dapat dihitung dengan
menggunakan tarif spesifik dan/atau advalorem antara lain
penetapan berdasarkan formula, kontrak, putusatr pengadilan,
dan hasil lelang,

(1)

Cukup jelas.
(2)

Contoh perhitungan sanksi administrasi berupa denda

Pokok Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang =

Rp 1 00,000.000,00
Jatuh tempo tanggal = 2 Januari 2006
Pembayaran tanggal = 3 Januari 2006
Keterlambatan = t hari, dihitung 1 bulan
Maka, jumiah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang =

(2o/o x Rp100.000.000,00) + Rpi00.000 000,00 =

Rp 102.000.000,00.
Apabila pembayaran dilakukan pada tanggal 3 Februari 2006,
maka jurmlah Penerimaan Negara Bukan Pajak )'ang Terutang =

(2uk x Rp 102.000.000,00) + Rp 1O2 000 O0O,OO =

Rp 1 0a .040.000,00

Ayat (3)

)i.)f ., 
r

) t 1,. )

\l
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Ayat (3)

Selama Wajib Bayar tidak melunasi jumlah Penerimaan Negara
Bukan Pajak yang Terutang, sanksi administrasi berupa denda
diperhitungkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
Terutang. Pengenaan sanksi administrasi berupa denda sebesar
2% (dua persen) hanya untuk selama 24 (dua puluh empaL)
bulan sejak jatuh tempo, setelah itu tidak dikenakan denda Iagi,

Contoh:
Pokok Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang =

Rp 100.000.000,00
Jatuh tempo tanggal = 2 Januari 2O0o

Pembayaran tanggal = 3 .Januari 200o

Keterlambat-an = I hari, dihitung I bulan

Maka, jumiah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang =

(2% x Rp100 000.000,00) + Rp100.000.000,00 =

Rp102.000.000,00.
Contoh : Penghitungan sanksi administrasi berupa denda
selama 24 (dua puluh empat) bulan
Pokok Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang =

Rp i 00.000.000,00

Jatuh tempo tanggal = 2 Januari 2006

Pembayaran tanggal = 3 Januari 2008

Ke[erlambatan = ] hari, dihitung I bulan

Maka, jumlah Penerimaan Negara Bukan Pa..;ak yang Terutang
bulan ke-1 = Rp100.000.000,00 + (Rp100.000.000,00 x2o/o) =

Rp102 000.000,00,
Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang bulan
ke-2 = Rp100.000.000,00 + ((Rp102.000.000,00 x2oh) +

Rp2.00O.0OO,0O))= Rp 1 04.0a0.000,00.
dst.

Sehingga,

Apabiia pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pa.lak yang
Terutang tanggal 3 Nopember 2008

Maka, Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pa..;ak yallg Terulang
bulan ke-23 = Rp 100.000.000,00 * ((Rp L57 .597 .967 ,OB x 2o/o\ +

Rp54 .597 .967,08))= Rp 1 57 .689 .926,42.

Apabrla
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Apabila pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pa.;ak )'ang
Terutang Langgal 3 Desember 2008

Maka, Jumjah Penerimaan Negara Bukan Pa3ak yang Terurang
bulan ke-24 = Rp100.000,000,00 + ((Rpl57 689.926,42 x 2t'1,) +

Rp57.689. 926,42))= Rp I 60.843 .7 24,95.

Bu Ian Pokok Pcrhitungan dcnda Akumulasr
Denda

.Jumlah PNfll'}
v'anR Tcr-utang

(1) (2\

100 000 000,00

i 00.000.000,00

100.000.000,00

100.000 000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

r 00.000.000,00

tJl (4) la=)+4\

r 02 000 000 o0

r04,040 000,00

r 06. 120 800,00

r 08 243 2 r 6.00

1 10 408 080,32

| 37 .689.926,12

r 60.843.724,95

Bulan 1

Bulan 2

Bulan 3

Bulan 4

Bulan 5

Bulan
23

Bulan
24

(100 000 00O x 2o/o) A
,.-i

k/

(102.000.000X2ot) +

2 000.000

(104.040.000X2ok) +

4.040.000

(i 06. 120.80)X2o/ol +

6. 120.800 4'

(t08.243.216X2ok\ +

8,243.2t6

( i 57. 597.967,08X2o/o\ +

54.597 .967 ,08

L
(t 57 .689.926,42X2oh1 +

57.689,926,42

,/ 2 000.000 0o

4 040 000,00

6120.800,00

8.243.2t6.00

r0 408 080,32

57 .689.926,42

,/
60.843.724,95

Pasai 6
Ayat (1)

Penyebab kekurangan pembayaran antara lain adalah kesalahan
penghitungan tarif, volume, dasar pengenaan tertentu, atau
kesalahan admintstrasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7
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Pasai 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "surat tanda bukti pembayaran yang
sah" antara lain fotokopi tanda bukti yang sudah dilegalisasi
oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 8
Ayat (1)

Penyebab keiebihan pembayaran antara iain adaiah kesalahan
penghitungan, tarif, voiume, dasar pengenaan tertenlu, ataLl
kesalahan administrasi,

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Aizat (a)

Yang dimaksud dengan "rekomendasi tertulis" adalah suraL
menteri teknis yang menjelaskan bahu,a pengakhiran kcgtalan
usaha karena
a. izin usaha berakhir yang dibuktrkan dengan sLrraL

keterangan dari instansi yang berw'enang; atau

b. paiiit, yang dibuktikan dengan putusan pengadilan

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "pertimbangan tertentu", misalnya Wa3ib

Bayar yang tzin usahanya beraknir atau pailit dapat ditolak
permohonannya apabila masih mempunyai tunggakan terhadap
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang.

Ay'at (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Penghitungan bunga sebesar 2uk (dua persen) per bulan dari
jumlair keiebihan terhitung sejak tanggal diterbitkannYa
penetapan.

Ayat (9)

CukuP jeias.

Ayat (10)
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Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 9
Ayat (1)

Cukup jeias.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "data pendukung" antara lain adaiah
laporan keuangan perusahaan yang meliputi neraca, laporan
laba-rugi, dan laporan arLls kas (cash ftow) yang telah diaudit
sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun buku berturut-turut serta
data penunjang keuangan lainnya.
Yang dimaksud dengan "dokumen lainnya" antara lain adalah
surat keterangan dari instansi yang berwenang.

Ayat (3)

Cukup jelas,

Ayat (a)

Yang dimaksud dengan "pertimbangan tertentu' pada ketentuan
ini antara lain adalah kondisi keuangan perusahaan alau
bencana alam (force majeur),

Ayat (5)

Cukup;elas.
Ayat (6)

Cukup jelas,

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Contoh pengangsuran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
Tenrtang:
Pokok Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang =

Rp100.000.000,00
Berdasd.rkan ketetapan Instansi Pemerintah, Penerinnaan Negara
Bukan Pajak yang Terutang diangsur seiama 5 (lima) bulan dan
pembayaran dimulai pada tanggai 2 Januari sampai dengan 2

Mei 2008 masing-masing sebesar Rp20.000,000,00 setiap buii'.n
ditambah bunga 2o/o sebuian dari jumlah Penerimaan Negara
Bukan Pajak yang Terutang.

Jadwal

A
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Akumulasi
Bunga

Jumlah PNI'lP
y,ang Terutang

(5=2 +a)

22.000.000 0o

2l 000 00

21 200.000 00

20.800.000 OO

400.000 UU 2 L1q0_q0_0,0Q

Jumlah PNBP yang Terurang 106 000 000,00

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal iO
Ayat (1)

Pemeriksaan dalam ketentuan ini untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
dan daiam rangka melaksanakan peraturan
perundang-undangan tersebut.
Yang dimaksud dengan "instansi yang berwenang" adalah Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Badan Pemeriksa
Keuangan tetap dapat melaksanakan pengawasan dart
pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 1 i
Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas

Jadwal
Pembayaran

Pokok Perhitu ngan

Bunga
(1) (2\ (3) (4\

2 Jan 2OO8 20.000,000,00 (t 00.000.000x20/ol 2.000.000,00

2 Feb 2008 20.000.000,00 (80.000.000x2%) 1.600,000,00
2 Mar 2008 20.000.000,00 (60.000.000x2%) 1,200,000,00

2 Apr 2008 20.000,000,00 (a0.000.000x2%) 800.000,00

2 Mei 2008 (20.000.000x2%)20.000.000,00

Ayat (3)
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Ayat (3)

untuk dapat melaksanakan kegiatannya secara bertanggung
jawab, Bendahara Penerimaan harus diangkat oleh Pimpinan
instansi Pemerintah. Bendahara Penerimaan yang karena
jabatannya danlatau sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan'

Ayat (a)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jeias

Pasal 14

Ayat (i)

Yang dimaksud dengan "hal tertentl.l" misalnya kegiatan sosial,
kepentingan keagamaan, kepentingan nasional, hubungan
internasional, Wajib Bayar tidak mampu membayar kewajiban
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang karcna
perusahaan tidak beroperasi iagi, mengalami kerugian yang
dibuktikan dengan rekomendasi dari instansi yang berwcnang
melakukan Pemeriksaan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "dokumen" antara lain surat keterangan
dari instansi Yang berwenang.

Yang dimaksud dengan "data pendukung" antara lain adalah
Iaporan keuangan perusahaan yang meliputi lleraca, Iaporan
laba-rugi dan laporan arus kas (cash ftow) yang telah diaudit
sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun buku berluru[-turut, sert'a

data penunjang keuangan lainnYa'

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "rekomendasi tertulis" adalah suraL
menteri teknis yang menjelaskan bahwa pemohon secara tcknis
telah memenuhi kewajiban perusahaan sesuai ciengan
ketentuan peraturan perundang-undangan'

Ay'at (4)

A
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Avat (4)

Yang dimaksud dengan "pertimbangan tertentu" antara Iain

keabsahan dokumen pendukung dan kondisi keuangan negara.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas,

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jeias.

Pasal I 5

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup.le1as.

Pasal 17

Cukup jelas
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